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ABSTRAK

Perhatian pada persoalan pemberhentian Kepala Daerah bukan hanya monopoli
segelintir pihak. Legislatif pusat ingin mengetahui bagaimana menetapkan syarat-
syarat dan mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam Undang-Undang tentang
pemerintahan daerah yang mereka bentuk. Legislatif daerah ingin mengetahui
bagaimana sikap yang tepat dalam hal berkembang wacana tentang pemberhentian
kepala daerah. Berdasarkan hal itu, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi
ini ialah: (1) Bagaimana mekanisme pemberhentian kepala daerah berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan (2)
Apakah pemberhentian AW Nofiadi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 sudah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode yang
digunakan untuk menjawab permasalahan diatas ialah metode penelitian normatif.
Pemberhentian kepala daerah yang diberhentikan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah diusulkan kepada
presiden untuk gubernur serta kepada menteri untuk bupati atau walikota berdasarkan
keputusan Mahkamah Agung yang bersifat final atas pendapat DPRD yang
diputuskan melalui rapat paripuma bahwa kepala daerah terbukti melanggar
sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala daerah, atau
melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau melakukan perbuatan tercela.
Pemberhentian AW Nofiadi Mawardi dari jabatan sebagai Bupati Ogan Ilir yang
dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tidak sesuvai prosedur berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kata Kunci: Pemerintahan Daerah, Pemberhentian Kepala Daerah

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,
§. ; ;umesten RS, S.H., M. Hum. Mahesa Rannie, S.H., M.H.
NIP. 198109272008012013 ' NIP. 1980001232015042001




BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh
sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada
peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan monopolis dari kekuasaan
yang sah®. Hal ini diterangkan oleh Miriam Budiardjo dalam teorinya mengenai
definisi negara. Definisi negara yang dipaparkan oleh Miriam Budiardjo di atas
menunjukkan bahwa negara memiliki kekuasaan penuh atas apa yang terdapat dalam
wilayah teritorialnya.

Negara memiliki kekuasaan penuh bahwa sktruktur dari pemerintahan suatu
negara meliputi cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam
istilah ini sekaligus tercakup segi-segi hubungan antara ketiga cabang kekuasaan itu
serta wewenang masing-masing. Jadi istilah pemerintahan, mencakup pengertian-
pengertian struktur dan mekanisme kekuasaan dalam suatu negara.?

Bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik
atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan
ini secara tegas tertuang di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 Pasal 1.

! Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997,
him. 40.
2 M. Solly Lubis. ,Hukum Tata Negara, Japkarta, CV. Mandar Maju, 2008 him. 109.



Dalam suatu bentuk kekuasaan, tentu ada penyelenggara fungsi kekuasaan
yang bertujuan untuk menjamin supremasi kekuasaan tersebut. Dalam hal ini Mac
Iver dalam teorinya tentang negara mengatakan bahwa negara adalah asosiasi yang
menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat pada suatu wilayah dengan
berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang
untuk maksud tersebut maka diberi kekuasaan memaksa,® sehingga dapat dijelaskan
bahwa penyelenggara fungsi kekuasaan negara tersebut adalah pemerintah atau
eksekutif ~ (pemerintah daerah maupun pemerintah pusat) yang merupakan bagian
dari suatu sistem pemerintahan.

Sistem desentralisasi dan dekonsentrasi dianut sebagai prinsip sistem dalam
menjalankan otonomi daerah di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah darah
dan juga melibatkan pemerintah pusat, yang dimaksud dengan desentralisasi adalah
penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom
berdasarkan asas otonomi.* Sedangkan dekonsentrasi yang dimaksudkan disini
adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, keoada instansi

8, Miriam Budiardjo. Op. Cit., him. 40.

4 .Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, j.0. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Perubahan atas
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritah Daerah Menjadi Undang-Undang,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.



vertikal di wilayah terentu, dan atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai
penanggung jawab urusan pemerintahan umum.®

Berdasarkan kedua prinsip sistem pemerintahan daerah tersebut, dalam
pelaksanaan otonomi derah di Indonesia juga di berlakukan tugas pembantuan, yaitu
penugasan dari pemerintah kepada daerah atau dan/atau desa dari pemerintah
provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau kepada desa untuk melaksanakan tugas
tertentu.

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah  kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga pemerintah daerah adalah
kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

® lbid., Pasal 1 ayat 8.



Semenjak Republik Indonesia berdiri hingga sekarang, masalah hubungan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tak kunjung mantap pola dan
sistemnya baik pada tataran kebijakan maupun tataran pengaturannya, yang pada
akhirnya berpengaruh pada tataran implemetasinya. Padahal semua itu bukanlah
tujuan akhir, dan hanya berupa sarana dan perangkat konsepsional dan
operasionalnya. Sedangkan tujuan akhir ialah “ kemakmuran dan kesejahteraan lahir
dan batin secara berkeadilan bagi rakyat dalam konteks Negara Kesatuan Republik
Indonesia.®

Pada tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah
merevisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan menggantikanya dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, j.o0. Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini terjadi terjadi karena adanya
amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945, yang dalam Pasal 18 ayat 4

menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing di sebagai kepala

® M.Solly Lubis, Serba-Serbi Politik dan Hukum, Jakarta, PT.Softmedia, 2011, him. 172.



pemerintah provinsi, kabupaten dan kota’, kemudian sebab direvisinya Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan
pemerintah daerah sehingga perlu diganti®. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, “dipilih secara demokratis” dimaknai sebagai
pemilihan langsung oleh rakyat. Kontruksi yuridis mengenai pemilihan kepala daerah
itu membawa konsekuesi terhadap pemberhentian kepala dearah. Namun demikian,
kalau diteliti secara saksama perubahan itu bukanlah bermaksud mengubah secara
hakiki dasar-dasar pemikiran yang tertuang dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, j.o.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang, Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan aturan baru mengenai
pertanggungjawaban dan pemberhentian kepala daerah. Kepala daerah tidak

bertanggung jawab lagi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi harus

" Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, j.0. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.



memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Konsekuensinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat lagi
memberhentikan kepada daerah dengan alasan pertanggung jawabannya ditolak.
Sebaliknya kepala daerah wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah kepada Presiden. Kedudukan antara Kepala Daerah dan DPRD menjadi
seimbang, satu dan lain hal karena kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat
dan bukan lagi oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah diatur dalam Bab VII Paragraf 5, Pasal 78 sampai
dengan Pasal 89. Ada pemberhentian yang melibatkan atau atas inisiatf Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tetapi langsung dilakukan oleh Presiden, melalui
keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian juga
pemberhentian ada yang merupakan pemberhentian sementara dan ada yang
diberhentikan secara tetap. Pada dasarnya ada tiga alasan kepala daerah atau wakil
kepala daerah berhenti, vyaitu: meninggal dunia, permintaan sendiri, atau

diberhentikan.



Perhatian pada persoalan pemberhentian Kepala Daerah bukan hanya
monopoli segelintir pihak. Kita semua berkepentingan dengan persoalan ini.
Legislatif pusat ingin mengetahui bagaimana menetapkan syarat-syarat dan
mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam Undang-Undang tentang
pemerintahan daerah yang mereka bentuk. Legislatif daerah ingin mengetahui
bagaimana sikap yang tepat dalam hal berkembang wacana tentang pemberhentian
kepala daerah. Para kepala daerah ingin mengetahui argumentasi yang tepat dalam
menelaah dan memahami aturan tentang pemberhentian mereka di tengah masa
jabatan. Para politisi, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers dan badan-
badan yang bergerak mempengaruhi pendapat masyarakat berkepentingan
mengetahui bagaimana peraturan isu ini dalam undang-undang dan bagaimana
tinjauan hukum terhadap peraturan tersebut.®

Pada saat ini sangat marak terjadi pemberhentian kepala daerah dalam
masa jabatannya, baik yang dilakukan atas usul dari DPRD setempat maupun
langsung oleh pemerintah pusat. Beberapa alasan ataupun dasar pemberhentian
kepala daerah tersebut adalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindakan tercela
lainnya. Seperti kasus pemberhentian Bupati Ogan lIlir periode 2016-2017 AW.
Nofiadi Mawardi S.Psi yang diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri akibat
melakukan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan

Menteri Dalam Negeri 8 Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016

° Dian Bakti Setiawan, Pemberhentian Kepala Daerah, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, him.
75.



tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tanggal 21 Maret
2016.

Maka atas dasar itulah dengan mempertimbangkan uraian rumusan
permasalahan bagaimana peran DPRD secara kelembagaan idealnya, penulis tertarik
untuk mengangkatnya dalam suatu karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul
“Pemberhentian Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana mekanisme pemberhentian kepala daerah menurut Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ?
2. Apakah pemberhentian AW. Nofiadi Mawardi S.Psi berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri 8 Republik Indonesia Nomor 131.16-
3030 Tahun 2016 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Menganalisis mekanisme pemberhentian kepala daerah menurut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Menganalisis mengenai pemberhentian AW. Nofiadi Mawardi sebagai
kepala daerah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah



Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Hasil pemikiran ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran dan bahan kajian bagi pengembangan ilmu pengetahun di bidang
ilmu hukum tata negara yang berfokus pada aspek Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang
bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum terutama dibidang hukum tata
negara dan juga bagi masyarakat luas terkait dengan pemahaman mengenai
sistematika pemberhentian kepala daerah.
Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian hukum tata negara
mengenai  pemerintahan  daerah terkhususnya mengenai mekanisme
pemberhentian kepala daerah yang telah melanggar aturan yang terdapat pada
larangan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah seperti kasus A.W Nofiadi Mawardi, S.Psi yang diberhentikan oleh
Menteri Dalam Negeri akibat terbukti melakukan perbuatan tercela yakni
penyalahgunaan narkoba sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016



tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tanggal 21

Maret 2016.

Kerangka Teori
1. Teori Pemerintahan Daerah

Dalam era persaingan yang semakin ketat, setiap organisasi harus
senantiasa mengevaluasi kinerjanya, melakukan perbaikan, agar tetap
berkembang dan dapat bersaing. Perbaikan ini harus dilaksanakan secara
berkesinambungan. Tujuannya adalah agar organisasi itu semakin
berkembang dapat bersaing dan minimal dapat mempertahankan kualitas
yang sulit diprediksi. Salah satu strategi untuk memperbaiki dan
memaksimalkan Kinerja organisasi adalah pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah organisasi ditujukan untuk mencapai efektifitas
dan efesiensi organisasi. Hal ini dilakukan dengan cara menata kembali
struktur organisasi yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan definisi
pemerintahan daerah yang diuraikan berikut.

Pemerintah daerah, sering disebut debagai downsizing atau delayering

melibatkan pengurangan di bidang tenaga kerja, unit kerja atau divisi,



ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi. Pengurangan
ini diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas.°

Kemudian, pemerintahan daerah bukanlah hal yang baru pada disiplin
ilmu ketatanegaraan Indonesia. Pemerintahan daerah yang merupakan wujud
dari otonomi daerah serta implementasi sistem desentralisasi merupakan hal
yang sudah sejak lama lahir dan dijamin dalam Kkonstitusi negara.
Pemerintahan daerah adalah sub bahasan yang terus berkembang dalam
pengaturannya baik dari zaman kemerdekaan sampai dengan saat ini sudah
lama berulang kali mengalami pergantian landasan yuridisinya.

Berdasarkan historis, pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia
tidak pernah terlepas dari peran penjajahan Hindia Belanda. Pada sebelum
kemerdekaan, pelaksanaan itu tidak terlepas dari politik penjajah. Politik
pemerintah penjajahan yang menerapkan sistem desentralistik. Sampai saat
ini telah terjadi banyak perubahan pengaturan tentang pemerintahan daerah
dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sampai dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014.1

Teori pemerintahan daerah ini digunakan karena memiliki hubungan
dengan rumusan masalah baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun

dasar kewenangan kepala daerah dalam menjalankan proses pemerintahan

10 Rasyid Thaha, Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah, Jurnal llmiah Ilmu
Pemerintahan Vol. 1 No. 3, Juni 2012, him. 7.

11 Yusnani Hasyimzooem dkk, Hukum Pemerintahan Daerah, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta 2017, him. 29-30.



daerah. Maka dari itu penulis berminat mengambil teori pemerintahan daerah
dalam menganalisis mengenai pemberhentian kepala daerah menurut
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pememrintahan Daerah.
2. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata
negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan
kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya
sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama
dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk
berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak
dan kewajiban (rechten en plichten). Dalam kaitan dengan otonomi daerah,
hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan
mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan
untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal
berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tata tertib
ikatan pemerintahan dalam satu tata tertib ikatan pemerintahan negara secara
keseluruhan.?

Kewenangan atau kekuasaan menurut pandangan Max Weber erat

kaitannya dengan hubungan dalam masyarakat, dimana ada yang memerintah

100.

2 Ridwan H. R, Hukum Administrasi Negara, Jalan Permata Kusuma, Jakarta, 2016, him. 99-



da nada di perintah (the rule and the roled). Dengan demikian ada kekuasaan
yang berkaitan dengan hukum (legal) dan ada pula yang tidak berkaitan
dengan hukum (illegal). Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut
sebagai wewenang rasional, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem
hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta
dipatuhi (being applied) oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara.™

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah  menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan
pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut,
pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur
dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian
urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Urusan
pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara
bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren senantiasa
terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah

daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

13 Nuryanto A. Daim, Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh
Ombudsman dan Pengabdian Tata Usaha Negara, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, him. 24.



Hubungan dengan pembahasan yang terdapat dalam rumusan masalah
teori kewenangan menjadi gambaran mengenai hak dan kewajiban seorang
kepala daerah dalam menggunakan kebijakannya ataupun kekuasaannya
sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan.

2. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan
hal yang sangat penting bagi lancarnya kelangsungan suatu negara. Karena
apabila tidak adanya pertanggungjawaban, maka yang terjadi adalah
kesewenang-wenangan dari Pemerintah. Dan hal ini tentu sangat bertolak
belakang dengan demokrasi.

Pemerintah mempunyai kekuasaan yang sangat luas sekali. Kekuasaan
itu pun makin hari makin berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan
masyarakat yang semakin maju, yang menuntut semakin luasnya tugas dan
wewenang pemerintah!®. Kekuasaan pemerintah yang sangat luas dan
beragam tersebut dapat dikelompokkan menjadi® :

a) Tugas dan wewenang bidang keamanan dan ketertiban
b) Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan
mulai dari surat-menyurat sampai kepada dokumentasi, dan lain-lain.

C) Tugas dan wewenang negara di bidang pelayanan umum.

4 Ibid., him. 51.
15 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta, PSH F.Hukum UlI,
2004, him. 124-125 .



d) Tugas dan wewenang di bidang penyelengaraan kesejahteraan umum.

Luasnya kekuasan yang diselenggarakan oleh pemerintah tersebut
sangat rawan untuk disalahgunakan. Karena itu, dalam demokrasi selalu ada
masalah, yaitu bagaimana memberi kekuasaan untuk memerintah sambil
menjaga kekuasaan tersebut agar tidak disalah gunakan.

Pertanggungjawaban pemerintah dapat dilihat dari berbagai segi.
Misalnya segi moral, sosial, agama, hukum, politik dan sebagainya.'® Yang
terpenting dari semua itu adalah pertanggung jawaban dari segi politik,
pertanggungjawaban dari segi hukum, serta pertanggungjawaban dari segi
administrasi. Tiga bentuk pertanggungjawaban ini dianggap penting karena
ketiganya mempunyai ukuran-ukuran yang dapat dilihat dan dilaksanakan
pada tataran praktis. Serta membawa akibat-akibat berupa perubahan dalam
lapangan hak dan kewajiban dari pemerintah sebagai penyelenggara
pemerintahan.

Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang disebut
juga penelitan hukum doctrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali
hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma

16 Dian Bakti Setiawan Op. Cit him. 61.



yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh
karena itu, sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan

hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tesier.'’

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis saat melakukan
penelitian ini adalah :
a. Pendekatan perundang-undangan
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu
hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini
misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian
antara undang-undang dasar dengan undang-undang, atau antara undang-
undang yang satu dengan undang-undang yang lain.
b. Pendekatan Kasus
Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus
yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah
merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan

hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah dapat

7 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja
Grafindo Persada, 2004 him. 118.



digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang

dihadapi.

3. Bahan Hukum
Bahan hukum menggunakan satu macam data, yaitu data sekunder

yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.!® Bahan hukum
diperoleh dari studi kepustakaan untuk mendapatkan peraturan-peraturan
hukum tentang fungsi dan peran lembaga perwakilan, bahan-bahan hukum
yang menunjang atau menjelaskan lebih lanjut dari peraturan hukum, serta
teori-teori dan hasil penelitian.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan
antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No.23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan
penjelasan hukum primer, berupa buku-buku, literatur hasil karya
ilmiah sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian.

C. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, him. 13-14.



contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan
seterusnya.’®
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Mengingat tipologi penelitian sebagai penelitian normatif maka hanya satu
alat pengumpulan bahan hukum yang digunakan, yaitu studi kepustakaan yang
berupa asas-asas, teori-teori hukum, konsep-konsep, doktrin, serta kaidah hukum
yang diperoleh baik dari hukum primer maupun dari bahan hukum sekunder dan
tersier. Adapun bahan-bahan tersebut seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan
pelaksanaannya, hasil penelitian dan sebagainya. Dalam kegiatan studi kepustakaan,
dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan
menyusun secara sistematis ataupun melakukan pengelompokkan (klasifikasi) bahan
hukum baik peraturan perungang-undangan, doktrin maupun informasi lainnya yang
berhubungan dengan penelitian.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum yang diperoleh diolah dengan menggunakan beberapa cara,
antara lain: sistematisasi data, yaitu menyusun kembali data yang diperoleh dan
kemudian melakukan seleksi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan data yang
diinginkan.
Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu proses mengorganisasikan dan

mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat

19 1bid, him. 13.



ditemukan dan dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi, teknik analisis data
yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data, penafsiran data dan penarikan
kesimpulan secara kualitatif yakni dengan bertumpu pada kalimat-kalimat yang ada

pada data kemudian bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini dengan penarikan
kesimpulan deduktif dan induktif, deduktif ialah penarikan kesimpulan dari hal yang
umum menuju hal yang khusus (intinya dari bacaannya) dan induktif adalah

penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini terbagi menjadi empat bagian, yang masing-masing bab

terdiri dari beberapa sub bab, antara lain:

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan
penalitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

Bab Il: Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini memuat kajian teori yang terdapat di kerangka teori pada bab
1 yang isinya mengupas tentang pemerintahan daerah, kewenangan, dan teori

pertanggungjawaban.



Bab 111: Pembahasan

Bab ini merupakan kajian mengenai permasalahan hukum yang dibahas,
yakni mekanisme pemberhentian kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kajian mengenai kasus pemberhentian
AW. Nofiadi, S.Psi dari jabatannya sebagai kepala daerah berdasarkan Surat
keputusan Menteri Dalam Negeri 8 Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun

2016 apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Bab IV: Penutup dan Saran

Bab ini berisikan pernyataan secara umum serta saran-saran mengenai
permasalahan hukumyang dibahas, terdiri dari kesimpulan (teori dan praktik), dan

saran-saran.
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